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LOMBOK TIMUR
-

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2005
TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LOMBOK T I'MUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

Menimbang :a.bahwa dengan telah ditetap
kannya Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakvat
Daerah, maka Peraturan Daerah

]



3

LOMBOK TIMUR
-

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2005
TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LOMBOK T I'MUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

Menimbang :a.bahwa dengan telah ditetap
kannya Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakvat
Daerah, maka Peraturan Daerah

]



Mengingat : 1.

Kabupaten Lombok Timur Nomor
8 Tahun 2001 tentang Kedudukan
Keuangan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Lombok
Timur dipandang sudah tidak
sesuai lagi, sehingga perlu untuk

disesuaikan ;

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud huruf a
dipandang perlu membentuk
Peraturan Daerah  tentang
Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Lombok Timur.

Undang-Undang Nomor 69 Tahun
1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II Dalam
Wilayah Daerah-daerah Tingkat 1
Bali, Nusa Tenggara Barat dan
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Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara
Nomor 1655);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1987 tentang Protokol (Lembaran
Negara Tahun 1987 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3363); '

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3851); -

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4286);
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